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MUKADIMAH

Pembangunan secara berkelanjutan merupakan tugas
besar untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia setelah
lepas secara fisik dari penjajahan. Negara berkewajiban
membangun sistem sosial politik dan hukum sebagai landasan
kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: dengan
mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan, mencerdaskan
kehidupan bangsa untuk memerangi kebodohan, serta
memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Semua ini
dirancang untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur, sejahtera dan berkeadilan dengan berdasarkan pada
falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pencapaian misi pembangunan nasional merupakan
tanggung jawab negara beserta seluruh elemen masyarakat.
Yayasan Pendidikan ATujuh Bel asbo
Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) sebagai
Monumen Hidup para mantan Pejuang
tergabung dalam Eks Tentara Pelajar Brigade XVII. APMD
sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan wujud dharma
bakti Yayasan Pendidikan o6 Tujuh
bangsa dan negara, sekaligus bentuk respon dan kontribusi
terhadap agenda besar pembangunan nasional.

Mul ai tahun 2011 STPMD OAPMDO
Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas, yang berdiri
dengan Akte Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2010, dan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum
No:AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010. Pengelolaan STPMD
0 A P M@ bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh
Belas didasarkan atas Akte Nomor 08 tanggal 20 Mei 2011.
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Sebagai sebuah perguruan tingo¢
mengemban mandat Tridarma Perguruan Tinggi yakni
pendidikan, penelitan dan pengabdian kepada masyarakat,
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara
khusus terfokus pada bidang pembangunan masyarakat desa.
STPMD O0APMDO di bangun me mb a wa mi s
pembangunan dengan dilandasi oleh semangat nasionalisme
dan patriotisme. Misi tersebut secara rinci terurai sebagai berikut:
Pert ama, STPMD OAPMDO berkehendak
masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan tinggi dan
dapat memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan
nasional.
Kedua, STPMD OAPMDO ber kderthaglerd a k me
pembangunan masyarakat yang berkualitas, profesional dan
dedikatif dengan semangat dan kepribadian nasional yang
mampu mengintegrasikan diri ke dalam agenda besar
pembangunan nasional.

Kini STPMD AAPMDO menghadapi t
yaitu arus globalisasi, liberalisasi perguruan tinggi, serta kompetisi
yang semakin ketat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.
Selain itu STPMD AAPMDO juga mengh
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu STPMD
AAPMDO tupayarsenjddieerguruan tinggi yang memiliki
keunggulan yang khas (distinctive advantage), Yyaitu
menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan politik yang
secara khas dan konsisten terarah pada pembangunan
masyarakat, dengan dilandasi komitmen akademik dan sosial
bersama masyarakat lokal. Guna mencapai hal tersebut,
diusahakan secara terus menerus melalui pelaksananaan
Tridarma yang berbasis pada kurikulum yang relevan dengan
perkembangan iimu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Sekolah Tinggi Pembanguna n Masyarakat Desa
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dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan serta

perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang semakin

kompleks. Isu-isu pembangunan, semangat dan haluan baru

seperti: reformasi, demokratisasi, otonomi, pemberdayaan
masyarakat, pembaharuan desa dan  pembangunan
berkelanjutan, dikaji secara terus menerus melalui pelaksanaan
Tridarma Perguruan Tinggi . Ol eh k:
senantiasa merespon perubahan dan tantangan jaman secara

aktif dan agendatif, untuk memerangi kemiskinan, kebodohan,
ketidakadilan, dan terus berusaha memecahkan masalah-

masalah sosial dan politik yang terus berubah.

Unt uk memper kuat respon tersebu
mengembangkan nilai-nilai keilmuan yang diorientasikan pada
kemandirian masyarakat dan desa melalui pembangunan dan
pemberdayaan. Pengembangan keilmuan itu dilakukan dengan
menjunjung tinggi  kebenaran yang bersifat universal dan
obyekti f. Ol eh karena itu, STPMD
ilmiah senantiasa mengembangkan kehidupan akademik dengan
memberikan kebebasan kepada sivitas akademikanya dalam
melaksanakan misinya yang diwujudkan dalam bentuk
kebebasan akademik. Kebebasan akademik sebagai bagian dari

peri kehidupan akademik diletakkan sebagai upaya untuk
menciptakan tradisi akademik. Dengan demikian STPMD
AAPMDO ber up a ykembamgkan sasdk infuwan dan
cendekiawan yang unggul di bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia akademik STPMD

AAPMDO bukanl ah suat u l i ngkungan
terhadap pengaruh dari | uar . Sebali knya, STPI
senantiasa peka dan tanggap terhadap berbagai gejala dan

peristiwa yang terjadi di masyar ak

institusi ilmiah akan senantiasa berpihak dan melibatkan diri
dalam kenyataan hidup yang berkembang di sekitarnya.
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Keterlibatan STPMD AAPMDO,

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh
sikap yang terpuji, yaitu menjunjung tinggi norma dan etika
akademik dengan kesadaran bahwa pengetahuan yang
dikembangkan bukanlah suatu kebulatan yang purna, melainkan
tetap terbuka untuk disempurnakan.

Keterbukaan  pikiran/wawasan civitas akademika dan
stakeholders lainnya diterapkan dalam manajemen STPMD
OAPMDO vyang didasarkan tata
Good University Governance dan Good Practice Penjaminan
Mutu yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

me | a

kel ol

1. Statuta STPMD AAPMDO Yogyakarta

Statuta adalah norma hukum dasar yang dipergunakan
dalam merencanakan, mengembangkan program dan
menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan
tujuan Sekolah Tinggi serta merupakan sumber dasar hukum
bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

2. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang
melaksanakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk
akademi, politeknik, Sekolah Tinggi, institut, universitas
dengan jenis pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi.

3. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
sarjana, magister, dan spesialis yang diselengga-rakan
perguruan tinggi.
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4. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program
sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada
penguasaan disiplin iimu pengetahuan tertentu.

5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program
diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan
keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

6. Good University Governance adalah tatakelola pendidikan
tinggi yang dilaksanakan berdasarkan visi, misi Sekolah
Tinggi dengan berpedoman pada prinsip professional,
akuntabel, transparansi, responsif, efektif dan efisien.

7. Tridarma perguruan tinggi adalah fungsi dasar Sekolah
Tinggi di bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan
mahasiswa Sekolah Tinggi.

9. Yayasan adalah Yayasan Pengembangan Pendidikan
Tujuh Belas Yogyakarta sebagai Badan hukum
penyelenggara perguruan tinggi.

10. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang
dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan
Tujuh Belas Yogyakarta untuk mendampingi tugas
pimpinan perguruan tinggi dalam membina dan
mengembangkan kelembagaan secara umum.

11. Desentralisasi program adalah pelimpahan sebagian
kewenangan dari  SekolahTinggi  Pembangunan
Masyar akat Desa OAPMDuntywrmpada s
kemudian disebut sebagai Program Pasca Sarjana

12. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa nAPMDO selanjut
AAPMD) Yogyakart a ngidkangkademik gel ol a
dan atau pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu sosial
humaniora.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Senat Akademik Sekolah Tinggi adalah badan normatif
tertinggi bidang akademik di Sekolah Tinggi.

Ketua adalah pemimpin Sekolah Tinggi yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi.
Peraturan Sekolah Tinggi adalah keputusan tertulis
yang ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat
Akademik Sekolah Tinggi untuk melaksanakan statuta.
Keputusan Ketua adalah keputusan tertulis yang
ditetapkan oleh Ketua untuk melaksanakan statuta,
peraturan Sekolah Tinggi dan keputusan Yayasan yang
bersifat konkrit.

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik
dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu
kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai
pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai
dengan sasaran kurikulum

Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dalam
pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan para peserta didik serta
keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah
serta metode penyampaian dan penilaiannya yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan
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22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

pelatihan, melakukan penelitian serta pengabdian
kepada masyarakat.

Pusat Studi adalah unit kerja Sekolah Tinggi yang
bertugas mendukung kegiatan pendidikan, penelitian,
pengkajian, pelatihan di bidang ilmu tertentu dan atau
lintas bidang ilmu.

Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen,
pengembangan metode dan teknik pembelajaran serta
pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang
akademik di Sekolah Tinggi.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi.
Alumni adalah seseorang yang telah tamat pendidikan di
Sekolah Tinggi.

Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika
dalam  melaksanakan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya melalui
kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitan serta
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma
akademik yang berlaku.

Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor
dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai
sesuatu yang berkenaan dengan rumpun iimu dan cabang
iimunya.

Etika akademik  adalah seperangkat norma yang
diberlakukan bagi dosen dalam mengemban tugas dan
kewajiban sebagai pribadi maupun sivitas akademika
sesuai dengan sifat dan hakikat pendidik bahwa mereka
dipanggil untuk mengajar dan mendidik mahasiswa
dalam cinta akan pengetahuan, meneliti, dan mengabdi
kepada masyarakat.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Otonomi Keilmuan merupakan kewenangan Sekolah Tinggi
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang
harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika

Otonomi Pengelolaan merupakan kegiatan
penyelenggaraan penerimaan dan penggunaan dana yang
diperoleh oleh Sekolah Tinggi dari berbagai sumber yang
sah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada
seseorang atau lembaga atas prestasi yang sangat
menonjol dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tridarma Sekolah Tinggi adalah darma yang meliputi
pendidikan, penelitan dan pengabdian kepada
masyarakat.

Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di
bidang pendidikan nasional.

Bagian adalah perangkat Sekolah Tinggi yang membantu
pemimpin Sekolah Tinggi dalam melaksanakan manajemen
Sekolah Tinggi.

Pegawai administrasi adalah tenaga administrasi di
perguruan tinggi yang tugas utamanya merencanakan
dan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan
di perguruan tinggi.

Peraturan perundang-undangan adalah seperangkat
peraturan yang berlaku secara nasional maupun
dibentuk dan berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.
Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana 10i
15 tahun yang dijadikan pedoman dalam pengembangan
kelembagaan Sekolah Tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahun
yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai visi
misi Sekolah Tinggi.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Rencana operasional (Renop) adalah rencana kegiatan
tahunan sebagai penjabaran Renstra Sekolah Tinggi
untuk mencapai visi misi Sekolah Tinggi.

Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pengelolaan uang Sekolah Tinggi.

Kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dinilai
dengan uang dan digunakan untuk kepentingan
Sekolah Tinggi.

Pendanaan adalah penyediaan dana untuk kepentingan
Sekolah Tinggi.

Anggaran adalah perencanaan seluruh kegiatan investasi
dan operasional Sekolah Tinggi yang dinyatakan secara
kuantitatif dalam satuan moneter yang didasarkan pada
program kerja Sekolah Tinggi dengan total biaya investasi
dan operasional Sekolah Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STPMD

AAPMDO adal ah kegiat an Si st emi

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STPMD
AAPMDO unt uk menj al ankan
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan
ol eh STPMD AAPMDO sendiri
(continuous improvement)

Aset adalah segala kekayaan baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Yayasan
yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan
Sekolah Tinggi.
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BAB Il
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi Sekolah Tinggi
yang mampu mendorong kemandirian masyarakat
dan desa secara konsisten dan terpercaya

(2) Misi dari Sekolah Tinggi adalah:

a) Menyelenggarakan tata kelola Sekolah Tinggi
yang kredibel, transparan, akuntabel dan
bertanggungjawab.

b) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan
pengabdian yang berorientasi pada kemandirian
masyarakat dan desa.

c) Mengembangkan peserta didik yang mampu
membangun kemandirian masyarakat dan desa.

(3) Vi si dan mi s i STPMD AAPMDO di
peraturan Sekolah Tinggi.

Asas, Tujuan dan Fungsi
Pasal 3

(1) Sekolah Tinggi berasaskan Pancasila dan berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Sekolah Tinggi mengemban misi dengan tujuan:
a) Mewujudkan pengel ol aan STPMDCc¢
Good University Governance
b) Memwujudkan manajemen perguruan tinggi yang
berbasis sistem informasi dan manajemen berbasis
teknologi informasi dan komunikasi (SIM-TIK)

STATUTA Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta 2014

12



c) Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga
kependidikan.

d) Meghasilkan karya Tridarma yang berorientasi
pada kemandirian masyarakat dan desa.

e) Mengembangkan  kurikulum berbasis kompetensi
dengan menggunakan strategi pembelajaran Student
Centered Learning (SCL).

f) Meningkatkan kerjasama yang berorientasi pada
kemandirian masyarakat dan desa.

g) Mengembangkan potensi mahasiswa sesuai
dengan kompetensi program studi.

(3) Sebagai penegasan tujuan tersebut di atas, Sekolah

Tinggi memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Menumbuhkan dan membentuk manusia Indonesia
yang memlilki kepribadian dan watak dengan
idealisme kebangsaan Pancasila berikut
kemantapan keimanannya terhadap Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa dan sanggup berjuang membela
kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

b. Menghasilkan tenaga kerja yang memliki ilmu,
cakap, berketrampilan untuk berkarya dengan
kesediaan pengabdiannya guna pembangunan
bangsa dan negara Indonesia.

c. Mendidik para mahasiswa berjiwa penuh pengabdian
serta memilki tanggung jawab yang besar terhadap
masa depan bangsa dan negara Indonesia.

d. Menggiatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi
usaha-usaha pembangunan nasional dan regional,
baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

e. Mengembangkan tata kehidupan masyarakat
akademis yang memadai dan nampak jelas corak
khas kepribadian Indonesia.
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BAB Il
IDENTITAS

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan
Pasal 4

(1) Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa AP

(2) Sekolah Tinggi didirikan pada tanggal 17 Nopember
1965, oleh warga Eks TNI Brigade XVII (mantan
Tentara Pelajar pejuang kemerdekaan) dalam
melanjutkan perjuangannya melalui bidang pendidikan

dan di maksudkan sebagai Amonur
waktu yang tidak ditentukan.

3 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
AAPMDO Yogyakarta ber keduduka

Nomor 317 Yogyakarta.

Pola limiah Pokok
Pasal 5

1 STPMD iAAPMDO sebagaii swasar gur uar

diselenggarakan dan dikelola oleh Yayasan Pengembangan
Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta. Penyelenggaraan
pendidikan ini sebagai wujud tanggung jawabnya bersama
masyarakat untuk mengisi pembangunan melalui bidang
pendidikan dengan maksud menciptakan tenaga
pembangunan. Fokus perhatiannya adalah membangun
watak dan kepribadian bangsa demi pembangunan nasional
dengan semboyan: DARI BRIGADE TEMPUR MENJADI
BRIGADE PEMBANGUNAN, dan PRO PATRIA.
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2 STPMD AAPMDO, sebagali pel aks:

menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang secara
khas dan konsisten terarah pada pembangunan masyarakat
desa, yang bercirikan Kebangsaan, dengan dilandasi
komitmen akademik dan sosial bersama masyarakat lokal.
Untuk mencapainya, diusahakan secara terus menerus
dengan melaksanakan Tridarma yang berbasis pada
kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan perubahan sosial.

Lambang dan Semboyan
Pasal 6

YOUYARARTA

(1) Sekolah Tinggi mempunyai lambang berbentuk bingkai segi
lima dengan warna dasar kuning yang berisi gambar dan
tulisan yang mengandung makna | a
(2) Arti lambang sebagaimana tersebut pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
a. Bingkai segi lima melambangkan Pancasila sebagai
dasar Negara Indonesia,
b. Kapas dan padi melambangkan sandang pangan
dimana para mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi
pel opor dalam menciptakan A mu i
c. Rantai melambangkan persatuan dalam rangka bahu
membahu melaksanakan Pembangunan Nasional,
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d. Bintang segilima (nur/cahaya) ditengah antara padi dan
kapas yang dihubungkan dengan rantai, melambangkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dimana para mahasiswa
diarahkan untuk ikut serta meningkatkan murah sandang
pangan, tanpa melupakan budi luhur yang berlandaskan
Ketuhanan Yang Maha Esa,

e. Tulisan: Tat a Cipta Anggatra Nagar
merupakan f S e n g kyanf anenjelaskan tentang
berdirinya APMD yang sekarang menjadi STPMD
AAPMDO yaitu pada tahun 1965,

f. Pohon Beringin Melambangkan pengayoman yang
mengandung arti selalu terbinanya ketenangan/
ketentraman dalam proses belajar mengajar,

g. Buku Terbuka Melambangkan adanya kegiatan
pendidikan terarah dan dinamis demi terciptanya
Pembangunan Nasional,

h. Cangkul dan Sekop Menggambarkan alat/sarana
untuk membangun menuju masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila,

i. Angka 17 adalah angka yang bermakna:

a) Tanggal lahir APMD yang kemudian menjadi STPMD

AAPMDO Yogyakarta yaitu 17 No
b) Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi

yaitu Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh

Belas Yogyakarta.

j. Warna Dasar Kuning: Menggambarkan keluhuran budi
pekerti dan terdapatnya suasana yang selalu gembira,
disertai dengan jiwa, semangat dan antusiasme yang
tinggi dalam tindak dan kegiatan para dosen dan
mahasiswa dengan semboyan i SEPI | NG PAMRI H RA
| NG GAWEDO
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k. Warna Biru Muda Pada Pita: Melambangkan
kesetiaan dan pengabdian pada nusa dan bangsa,

|. Yogyakarta: Tempat lahir dan berkembangnya
STPMD AAPMDO.

Bendera Sekolah Tinggi
Pasal 7

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
i A P M Dhemiliki bendera Nasional Merah Putih dan
bendera almamater.

Bendera almamater berbentuk segi empat berukuran
90 X 150 cm dengan warna dasar kuning dengan
lambang Sekolah Tinggi berada di tengah.

Hymne dan Mars Sekolah Tinggi
Pasal 8

Sekolah Tinggi memiliki hymne dan mars yang
ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.
Sekolah Tinggi mempunyai hymne dan mars.

Busana Akademik
Pasal 9

Sekolah Tinggi mempunyai Busana Akademik bagi
para Anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi,
Wisudawan dan Mahasiswa untuk dipakai pada
upacara-upacara tertentu.

Bentuk, wukuran dan warna Busana Akademik
ditetapkan dengan Peraturan Sekolah Tinggi.
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BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
OTONOMI KEILMUAN DAN ETIKA AKADEMIK.

Pasal 10

Sekolah Tinggi menjunjung tinggi dan menjamin pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi
keilmuan, dan etika akademik.

(1)

(2)

3)

Pelaksanaan Kebebasan Akademik
Pasal 11

Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan
menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat
melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri
sesuai dengan aspirasi yang dilandasi oleh norma dan
kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas
akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta
hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan
Tridarma Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap
anggota sivitas akademika bertanggungjawab secara
pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan
norma dan kaidah keilmuan.
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Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 12

(1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan
untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri
sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan mimbar akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
Sekolah Tinggi dapat mengijinkan penggunaan
sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut
untuk mendukung pengembangan Sekolah Tinggi.

(3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari
kebebasan akademik yang memungkinkan dosen
menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di
Sekolah Tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(4) Sekolah Tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar
Sekolah Tinggi untuk menyampaikan pikiran dan
pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(®) Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar
akademik, Senat Akademik Sekolah Tinggi harus berpedoman
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan
Pasal 13

(1) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, Sekolah Tinggi dan sivitas akademika
berpedoman pada otonomi keilmuan.

(2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi
dituangkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.
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Pelaksanaan Etika Akademik
Pasal 14

Etika akademik dituangkan di dalam kode etik
akademik yang diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi
Setiap anggota sivitas akademika wajib menjunjung
tinggi etika akademik.

Sekolah Tinggi dapat memberikan sanksi kepada dosen dan
mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan yang
berlaku, melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak
pidana, mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi secara
langsung maupun tidak langsung.

Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan Kketentuan-ketentuan intern
yang berlaku di Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik
Akademik yang keanggotaannya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Ketua.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

(1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan
tinggi pada STPMD AAPMDO,
aspek akademik dan aspek lain yang mendukung aspek
akademik. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan
sebagai langkah awal atau perintis, selanjutnya secara
bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan
dikembangkan mencakup juga aspek lain di luar aspek
akademik (aspek non akademik).

20
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(2) Sekolah Tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu
Ekternal (SPME) yang dievaluasi secara periodik

(3) Penjaminan mutu diselenggarakan melalui  proses
yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu
melalui kegiatan: monitoring, evaluasi diri, audit internal,
sampai dengan penentuan benchmarking untuk
menentukan standar baru, yang disebut sebagai satu
Siklus Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

(4) Pengawasan mutu akademik adalah proses untuk
menjamin  pencapaian tujuan dan sasaran Tridarma
Sekolah Tinggi. Pengawasan melekat di lingkungan
Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua dibantu oleh wakil
Ketua guna meningkatkan mutu Sekolah Tinggi.
Tatacara pengawasan mutu akademik diatur lebih lanjut
dalam peraturan Sekolah Tinggi.

BAB VI
TATA KELOLA

Susunan Organisasi Dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 16
Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas unsur:
Yayasan
Pelindung

Dewan Penyantun

Pimpinan Sekolah Tinggi

Senat Akademik Sekolah Tinggi.
Pelaksana Akademik

Penunjang Akademik
Penunjang Sekolah Tinggi
Pelaksana administrasi

Unsur lain yang dianggap perlu.

T T Se@meo0o
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Yayasan
Pasal 17

Yayasan yang dimaksudkan adalah pengurus Yayasan
Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas.

Yayasan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-
kebijakan umum dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi.

Pelindung
Pasal 18

Pelindung adalah tokoh masyarakat yang memiliki
komitmen terhadap Sekolah Tinggi dan memiliki
kredibilitas yang baik di masyarakat.

Pelindung berperan sebagai penasihat kepada
pimpinan Sekolah Tinggi.

Pelindung diusulkan oleh Ketua, dan ditetapkan
dengan surat keputusan ketua pengurus yayasan.

Dewan Penyantun
Pasal 19

Dewan penyantun Sekolah Tinggi adalah tokoh
masyarakat yang menaruh perhatian pada pendidikan,
pembangunan bangsa serta negara sesuai dengan visi
dan misi sekolah tinggi.

Tugas dewan penyantun adalah:

a. menjaga dan memelihara serta menjalin hubungan
baik antara Sekolah Tinggi dengan masyarakat,
instansi pemerintah, badan swasta,

b. membantu menjaga keberlanjutan penyelenggaraan
pendididkan di Sekolah Tinggi

c. membantu memecahkan masalah yang dihadapi
Sekolah Tinggi.
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Anggota dewan penyantun diusulkan oleh Ketua, dan
ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengurus
yayasan.

Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih oleh dan
dari anggota dewan penyantun.

Pimpinan Sekolah Tinggi
Pasal 20

Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua
Ketua memimpin  penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta
memelihara hubungan kerjasama saling
menguntungkan dengan berbagai pihak yang terkait..
Ketua dalam menjalankan tugas dibantu oleh Wakil
Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua bidang Akademik,
Wakil Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
serta Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan.

Ketua atas pertimbangan Senat Akademik Sekolah
Tinggi memilih Wakil Ketua yang bertanggungjawab
kepada Ketua.

Ketua mengelola Sekolah Tinggi atas dasar
pertimbangan Senat Akademik Sekolah Tinggi.

Ketua bertanggungjawab atas pengelolaan Sekolah
Tinggi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
Ketua bertanggungjawab kepada Yayasan

Ketua melaksanakan arahan serta kebijakan umum
Yayasan.

Ketua menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur
akademik Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat
Akademik Sekolah Tinggi.
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(10) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua bidang
akademik bertindak selaku pelaksana harian Ketua.

(11) Apabila  Ketua  berhalangan tetap, Yayasan
mengangkat salah seorang Wakil Ketua sebagai
pejabat pelaksana harian (PLH) Ketua sebelum
diangkat Ketua tetap yang baru.

(12) Ketua menyelenggarakan rapat kerja Sekolah Tinggi
secara periodik yang wajib dihadiri oleh pimpinan unit
kerja akademik dan pimpinan unit kerja pendukung
serta unit lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

(1) Persyaratan Ketua Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945

c. Dosen tetap STPMD 0APMDO
Perguruan Tinggi lain

d. Berijasah Pascasarjana (S2 atau S3) suatu
universitas atau perguruan tinggi yang sederajad
dengan universitas.

e. Minimal memiliki jabatan akademik lektor

Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap

bangsa, negara dan Sekolah Tinggi serta Yayasan

Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.
g. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk

melaksanakan tugas-tugas pemimpin.

(2) Persyaratan lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan
pada ayat (1) dapat diatur sesuai dengan situasi dan
kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan atas usul Senat
Akademik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengurus
Yayasan

—h
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Pasal 22

Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi dilakukan secara
demokratis, dengan tujuan membangun masyarakat
akademik.

Proses pemilihan Ketua Sekolah Tinggi melibatkan
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
Mekanisme dan tata tertib pemilihan Ketua diatur
melalui surat keputusan sekolah tinggi.

Senat Akademik melakukan musyawarah untuk
mengusulkan hasil pemilihan calon ketua kepada
Ketua Pengurus Yayasan.

Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
Pengurus Yayasan atas usulan senat akademik
Apabila ketua sekolah tinggi terbukti tidak melaksanakan
tugas dan atau menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau merugikan nama baik
sekolah tinggi maupun Yayasan maka Ketua Pengurus
Yayasan dapat memberhentikan untuk sementara atau
tetap sebelum masa jabatan berakhir, setelah mendapat
pertimbangan senat akademik.

Pasal 23

Para Wakil Ketua merupakan unsur pimpinan yang
bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Wakil Ketua Bidang Akademik menjalankan tugas di
bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Wakil Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan
menjalankan tugas di bidang administrasi umum dan
keuangan.
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Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan menjalankan

tugas di bidang pembinaan, serta pelayanan

kesejahteraan mahasiswa.

Persyaratan Wakil Ketua, sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia.

Setia kepada Pancasila dan UUD 1945

Dosen tetap STPMD OAPMDO

Berijasah minimal S2

Minimal memiliki jabatan akademik lektor

Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap

bangsa, negara dan Sekolah Tinggi serta Yayasan

Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.

e. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

cooTpoT

Pasal 24

Para Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Pengurus Yayasan atas usul Ketua.

Wakil Ketua, yang memenuhi persyaratan pada pasal 23
ayat (5), dipilih oleh Ketua setelah mendengarkan
pendapat dan pertimbangan dari Senat Akademik
Sekolah Tinggi.

Pasal 25

Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat)
tahun.

Ketua dan Wakil Ketua dapat dipilih kembali dengan
ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.
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Senat Akademik Sekolah Tinggi
Pasal 26

(1) Senat Akademik Sekolah Tinggi mempunyai fungsi,
sebagai berikut:

a. merumuskan norma dan tolok ukur
penyelenggaraan Tridarma.

b. menilai hasil pelaksanaan penyelenggaraan tridarma.

c. memberi pertimbangan kepada Ketua dalam
merumuskan program dan kebijakan akademik
serta pengembangan Sekolah Tinggi.

d. memberi masukan mengenai peraturan pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan kepada Sekolah Tinggi.

e. mengusulkan dan mengukuhkan jabatan guru besar.

f. memberi pertimbangan dan mengusulkan jabatan
akademi k dosen tetap STPMD 0
disampaikan ke Dirjen Dikti,

g. menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar, dan

h. memproses usulan perubahan statuta.

(2) Senat Akademik Sekolah Tinggi terdiri dari:

Ketua dan Wakil Ketua

Direktur Program Pasca Sarjana

Ketua program studi

Guru besar

Satu orang dosen t et appogamP MD oA

studi yang dinilai memiliki wawasan dan kebijaksanaan dalam

bidang akademik dan minimal berpendidkan S2 serta

memiliki jabatan akademik minimal lektor.

(3) Senat Akademik Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang
Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih
diantara para anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi.

®oo0 T
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Pasal 27

Tata cara tentang proses pengambilan keputusan diatur
dalam tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.

(1)

)

@
@
3)
(4)

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsinya, Senat Akademik
Sekolah Tinggi dapat membentuk gugus tugas yang
keanggotaannya bila dianggap perlu dapat ditambah
dari luar anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi.
Rapat Senat Akademik Sekolah Tinggi terdiri dari:

a. rapat untuk pembahasan program akademik, RIP,
Renstra, Renop, RAPB dan pertimbangan jabatan
akademik Dosen tetap.

rapat terbuka untuk pemberian gelar akademik dan vokasi.
rapat terbuka untuk pengukuhan guru besar.

rapat untuk melangsungkan pemilihan calon Ketua.
rapat untuk membahas dan mengusulkan perubahan
statuta Sekolah Tinggi.

®oooT

Pasal 29

Keanggotaan Senat Akademik Sekolah Tinggi diatur dengan
peraturan tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.
Mekanisme pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik diatur
dengan peraturan tata tertib Senat Akademik Sekolah Tingg.
Masa jabatan anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi
selama 4 (empat) tahun.

Sekretaris Senat Akademik Sekolah Tinggi dalam hal-
hal tertentu bertindak sebagai Ketua Senat bilamana
Ketua senat berhalangan.
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Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan
diatur dengan peraturan tata tertib Senat Akademik
Sekolah Tinggi.

Tatacara pemilihan anggota Senat Akademik Sekolah
Tinggi dari setiap program studi sebagaimana pada Pasal
26 ayat (2) huruf e diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Unsur Pelaksana Akademik
Pasal 30

Pelaksana Akademik adalah unsur Sekolah Tinggi
yang melaksanakan Tridarma, yang terdiri dari:

a. Program Studi,

b. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Program Studi merupakan unit pelaksana akademik
yang melaksanakan pendidikan vokasi, pendidikan
akademik program sarjana dan program pasca sarjana.
Pusat Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat
(P3M) merupakan unsur pelaksana akademik yang
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Program Studi dan Program Pascasarjana
Pasal 31

Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu
oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada
Ketua Sekolah Tinggi

Unsur Program Studi terdiri atas:

a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Prodi

b. Kelompok dosen.
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(3) Unsur Program Pascasarjana terdiri atas:
a. Direktur Program Pascasarjana,
b. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana
c. Kelompok dosen

(4) Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium dan
atau studio

(5) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab
kepada Ketua Sekolah Tinggi

(6) Pengelolaan Program Pascasarjana dilakukan secara
desentralisasi, dan pelaksanaannnya diatur melalui
surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 32

(1) Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S1 dan vokasi,
dipilih oleh kelompok dosen pada masing-masing program studi.

(2) Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang
S2 diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi.

(3) Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S1 dan
Diploma, diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak
boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang
S2 diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh
lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Ketua Program Studi jenjang S1 dan vokasi minimal
berijazah Pascasarjana (S2) serumpun ilmu dan
memiliki jabatan akademik minimal Lektor

(6) Direktur dan Ketua Prodi Program Pascasarjana (S2)
minimal berijazah Doktor (S3) serumpun ilmu dan
memiliki jabatan akademik minimal Lektor
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(7)

Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian, serta
fungsi/tugas Direktur Program Pascasarjana, Ketua
dan Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan surat
keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

@
(2)

3)

(1)

@

Pasal 33

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dipimpin
oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.

Unsur Pusat penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat terdiri atas :

a. Unsur pimpinan terdiri dari Kepala dan Sekretaris.
b. Unsur pelaksana terdiri dari kepala bidang penelitian
dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat.

c. Unsur kelompok dosen di bidang penelitian dan kelompok
dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 34

Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala-kepala
Bidang selama 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua
kali masa jabatan berturut-turut.

Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian, serta
fungsitugas Kepala, Sekretaris, dan Kepala-kepala Bidang
ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
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(1)

©)

(4)

@

(2)

©)

Unsur Penunjang Akademik
Pasal 35

Penunjang akademik adalah perangkat pelengkap yang
berfungsi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan
akademik, yang terdiri:

a. Pusat Studi

b. UPT Perpustakaan,

c. Laboratorium, dan

d. Bidang lain yang dianggap perlu.

Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pasal 35,
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Sekolah Tinggi serta bertanggungjawab kepada
Ketua Sekolah Tinggi.

Tugas, fungsi dan tanggung jawab serta ketentuan
pelaksanaan lainnya mengenai ayat 1 diatur dalam
peraturan Sekolah Tinggi.

Unsur Penunjang Sekolah Tinggi
Pasal 36

Penunjang Sekolah Tinggi adalah perangkat pendukung
pengembangan manajemen Sekolah Tinggi, yang terdiri dari :

a. Unit Jaminan Mutu

b. Humas, Pemasaran dan Kerjasama

c. Teknologi dan Informasi

d. Unit Pengembangan Karir dan Pelatihan

e. Unit lain yang dibutuhkan.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan
bertanggung jawab kepada Ketua.

Tugas, fungsi dan tanggung jawab serta ketentuan pelaksanaan
lainnya mengenai ayat (1) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.
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(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(6)

(1)

)

(3)

Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 37

Unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan
pelayanan teknis dan administrasi pada Sekolah Tinggi
berbentuk Bagian.

Bagian terdiri atas:

a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
b. Bagian Administrasi Umum

c. Bagian Keuangan

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi serta
bertanggungjawab kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
Jumlah Bagian dapat ditambah dan dikurangi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan Sekolah Tinggi.
Pada setiap bagian dapat dibentuk sub bagian sesuai
dengan kebutuhan, yang diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur
dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Hubungan Yayasan dengan Sekolah Tinggi
Pasal 38

Sekolah Tinggi diselenggarakan oleh Yayasan, yang
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga Yayasan.

Yayasan mengesahkan statuta, rencana induk
pengembangan, renstra, renop, rencana program kerja
dan anggaran Sekolah Tinggi yang diusulkan oleh Ketua.
Pendanaan Sekolah Tinggi ditetapkan bersama oleh
Yayasan dan Sekolah Tinggi.
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(1)

(2)

1)
(2)

Yayasan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap
pengelolaan Sekolah Tinggi.

Pasal 39

Yayasan menyediakan dana, sarana dan prasarana
yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di
luar penerimaan dari mahasiswa.

Dalam mengusahakan dana, sarana, dan prasarana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Yayasan dapat
membentuk badan usaha.

Pasal 40

Tugas pokok dan fungsi Yayasan pada Sekolah Tinggi
dapat dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH).
BPH dapat melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi

Hubungan Sekolah Tinggi dengan Unsur 1 unsur
di Sekolah Tinggi
Pasal 41

Pola hubungan Sekolah Tinggi dengan Unsur Pelaksana
Akademik, unsur Penunjang Akademik, Unsur Penunjang
Sekolah Tinggi dan Unsur Pelaksana Administrasi, diatur melalui
Peraturan Sekolah Tinggi, sekurang-kurangnya memuat :

1.

2.
3.
4

Kewenangan
Personalia
Keuangan

Sarana dan Prasarana
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BAB VIl
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 42

Sistem penyelenggaraan pendidikan berlandaskan
pada Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk
menghasilkan mutu sivitas akademika dan alumni yang
sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi.
Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah
Tinggi mengacu Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan
pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks)
untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besamya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta beban
kerja dosen.

Jumlah satuan kredit semester (sks) dan jumlah semester
untuk suatu program studi di lingkungan Sekolah Tinggi
ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.

Penyelenggaraan Tridarma
Pasal 43

Sekolah Tinggi menyelenggarakan Tridarma yang
terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

(3) Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian
suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi  untuk  memajukan  kesejahteraan  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

(5) Penyelenggaraan Tridarma sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan sinergis serta
melibatkan seluruh sivitas akademika.

(6) Tata cara dan strategi penyelenggaraan Tridarma
dituangkan lebih lanjut dalam Renstra dan Renop
Sekolah Tinggi.

Program Pendidikan
Pasal 44

(1) Program Pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi
terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.

(2) Pendidikan akademik terdiri dari program sarjana (S.1)
dan Program magister (S.2);

(3) Pendidikan vokasi berbentuk program diploma tiga

Jenis Program Studi
Pasal 45

(1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan lima program studi
terdiri dari:
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